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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2020/PA Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Mataram yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat pertama  dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri  Wahyuni binti  Achmadi Sukri, lahir  di  Lombok Barat,  pada tanggal  27

Agustus  1971  (umur  49  tahun),  agama  Islam,  pendidikan  SMP,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  Jalan  Ade  Irma

Suryani Gang unggas II No.6, Lingkungan Karang Taliwang, RT.002

RW.169, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota

Mataram, disebut sebagai : Penggugat;

                                                       Melawan

Soetrisno bin Matrawi, lahir di  Surabaya, pada tanggal 10 Desember 1967

(umur  53  tahun),  agama  Islam,  pendidikan  SMP,  pekerjaan

Wiraswasta,  semula  bertempat  tinggal  di  Jalan  Ade  Irma  Suryani

Gang unggas II No.6, Lingkungan Karang Taliwang, RT.002 RW.169,

Kelurahan  Karang  Taliwang,  Kecamatan  Cakranegara,  Kota

Mataram,  saat  ini  tidak  diketahui  alamatnya  di  wilayah  Republik

Indonesia (GAIB), disebut sebagai : Tergugat;

Pengadilan Agama Mataram tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

                             DUDUK PERKARA
          Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2020 telah

mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor  281/Pdt.G/2020/PA.Mtr,  tanggal 04  Juni

2020,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 6 hlm./Put.No.281/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1.   Bahwa  pada  hari  Sabtu  tanggal  22  Februari  1992,  Penggugat  dengan

Tergugat  melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bubutan,  Kota  Surabaya

sebagaimana  ternyata  dari  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  577/37/II/1992

tertanggal 22 Februari 1992; 

2.   Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah

Orang  Tua  Tergugat  di  Kelurahan  Jepara,  Kecamatan  Bubutan,  Kota

Surabaya, selama kurang lebih 8 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat

pindah kerumah Orang Tua  Penggugat  di  Lingkungan  Karang  Taliwang,

Kelurahan  Karang  Taliwang,  Kecamatan  Cakranegara,  Kota  Mataram,

selama kurang lebih 5 tahun;

3.   Bahwa selama pernikahan antara Penggugat  dengan Tergugat  telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak

masing-masing bernama: 

a. Surya  Fahmi  Ramadhan,  laki-laki,  umur  27  tahun

(Surabaya, 03 Maret 1993);

b. Dwi Wardana, laki-laki,  umur 26 tahun (Surabaya, 08

Desember 1994);

c. Rico Sultan Sam Ardiansyah, laki-laki,  umur 21 tahun

(Surabaya, 01 September 1999);

4.  Bahwa  pada  bulan  Maret  1994  ketentraman  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat  mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang

terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

a. Tergugat sering mabuk-mabukan;

b. Tergugat jarang memberikan nafkah;

c. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;

d. Tergugat sering berkata kasar;

e. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

f. Tergugat sering menjual barang-barang milik bersama;

g. Tergugat tidak jujur;

h. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
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5.  Bahwa  pada  bulan  Juni  2014,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi

perselisihan  kembali  yang  mengakibatkan  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan

keberadaan Tergugat kepada Keluarga dan Teman-teman Tergugat, tetapi

Pemohon  tidak  memperoleh  informasi  yang  jelas  tentang  keberadaan

Tergugat;

7.   Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat  dengan

Tergugat   sudah  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8.   Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

             Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi; 

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan  Talak  Satu  Ba’in  Shughraa  Tergugat

kepada Penggugat;

3. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama

Mataram  untuk  mengirimkan  salinan  putusan  ini  setelah  berkekuatan

hukum  tetap  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  wilayah  hukumnya

meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam

sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan   biaya  perkara  sesuai  hukum  yang

berlaku;

SUBSIDER  :
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Dan apabila majelis berpendapat lain,  mohon putusan  seadil-adilnya;

          Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat  

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 281/Pdt.G/2020/PA. 

Mtr.,tertanggal 09  Juni 2020 dan tanggal  07 Oktober  2020  dengan nomor 

yang sama,yang dibacakan dalam persidangan  sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

           Bahwa,pada hari dan tanggal siding yang telah ditetapkan Tergugat tidak

datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 281/Pdt.G/2020/PA. 

Mtr.,tertanggal 05  Juni 2020 dan tanggal  10 Juli 2020  dengan nomor yang 

sama,yang dibacakan dalam persidangan  sedangkan tidak ternyata bahwa 

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

 Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai

gugat  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  beragama  Islam,  oleh   karenanya

berdasarkan  Pasal  49  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan   kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

          Menimbng,bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan 

Penggugat  tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh 

orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 
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281/Pdt.G/2020/PA. Mtr.,tertanggal 09  Juni 2020 dan tanggal  07 Oktober  

2020  dengan nomor yang sama,yang dibacakan dalam persidangan  

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu 

halangan yang sah;

           Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang 

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang 

sah. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg gugatan 

Penggugat harus dinyatakan gugur;

            Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat,  yang jumlahnya sebagaimana

dalam amar putusan ini ;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;   

                                               M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

2.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp.496.000,00 ( Empat ratus sembilan puluh enam  ribu rupiah);

            Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilang

sungkan  pada  hari  Selasa tanggal 13  Oktober  2020  Masehi  ,  bertepatan

dengan tanggal  26  Shafar  1442 Hijriyah oleh  kami  Dra.  Hj.  Kartini  sebagai

ketua Majelis, Drs.H.M.Ishaq,M.H dan H.Abidin H.Achmad,S.H masing-masing

sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam sidang  terbuka

untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim

Anggota dan dibantu oleh H.Muhamad Yusuf,S.H.,sebagai Panitera Pengganti

serta tanpa hadirnya  Penggugat dan Tergugat.
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Hakim Anggota,                                              Ketua Majelis,

 

Drs.H.M.Ishaq,M.H.                                        Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota, 

                                                                   

H.Abidin H.Achmad,S.H.

                                              Panitera Pengganti,

                                                                       

                                                                       H.Muhamad Yusuf,S.H.  

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran               : Rp.    30.000,00

2. Biaya Proses                       : Rp.     50.000,00

3. Biaya Panggilan                   : Rp.   380.000,00

4. Biaya PNBP panggilan         : Rp.    20.000,00 

5. Biaya Redaksi                      : Rp.    10.000,00

6. Biaya Materai                       : Rp.      6.000,00

                                          ------------------------------

               Jumlah                        Rp.   496.000,00

                             ( Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah );
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